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REPUBLIK INDONESIA
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEM

a. bahwa untuk mendukung pengembangan dan perkuatan Usaha Kecil
dan Menengah (UKM) yang berorientasi ekspor. diperlukan upaya_
upaya strategis untuk meningkatkan akses UKM terhadap kredit
jangka panj ang untuk pembiayaan investasi dan rrodal keija yang
sesuai dengan kebutuhan pengembangan usahanya.

b. bahwa sumber pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri
dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan korrrpon"n pengeluaian
modal dalam bentuk mata uang asing yu,rg ,ilurnu ini tenjadi
hambatan UKM yang berorientasi ekspor;

c. bahwa untuk mendapat pinjaman dana sebagaimana dimaksud huruf
b di atas diperlukan delegasi Republik Indonesia dalam negosiasi
dengan Asian Development Bunk (ADB) dengan susunan
keanggotaan yang rnencerminkan instansi-instansi terka'it:

BANGUNAN NASIONAL
JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310

TELEPON:336207.3905 550

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NoMoR: KEp. 307 /M.ppN/to/2002

TENTANG

PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
DALAM NEGOSIASI SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE EXPORT

DEVELOPMENT PROJECT

DENGAN,4.'11 N DE VE L O PM ENT BA NK

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI, /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang
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d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap
memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya
sebagai delegasi Republik Indonesia.

Mengingat

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGTINAN NASIONAL / KEPALA tsADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ]'ENTANG
PENLINJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM
NEGOSIASI SMALL AND MEDI{JM ENTERPRISE EXPORT
DEVELOPMENT PROJECT DENGAN ASIAN DEVELOPMENT
BANK

Menunjuk delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi
Small snd Medium Enterprise Export Development projecl dengan
Asian Development Bonk pada tanggal 2g_29 Oktober 2062 di Jakarta
dorgan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan
lnl;

Delegasi Republik Indonesia wajib melaporkan hasil negosiasi Sza11
and Medium Enterprise Export Development project iengan Asian
Development Bant tersebut kepada Menteri Keuangan dan Menteri
Negara PPN/Kepala Bappenas:

Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi
Smqll ttnd Medium Enterprise Exporr Dielopment project dengan
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PERTAMA :

KEDUA :

: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi. Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga pemerintah Non bepartemen;

2. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara
Perencanaan pembangunan NasionalTKetua Bappenas Nomor
l85iKMK.03/1995 dan Nomor KEp.03l /KET/5/19-95 tentang Tata
Cara Perencanaan, pelaksanaan./penatausahaan dan pemantauan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan Kepala Bappenas Nomor KEp.009i,lfu/0 I /2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan perencanaan pembangunal
Nasional.

KETIGA :



KEEMPAT

Asian Development Bdnk tersebut dibebankan
masing-masing instansi yang ter.kait;

kepada anggaran

Keputusar.r ini berlaku sej ak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini. akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Jakarta
: 24 Oktober 2002

MENTERI NEGARA PEIIENCANAAN PEN,IBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENC AAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KW AN GIE

Tentbusan Yth.:
l. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Koperasi dan UKM:
4- Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN i
KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 307iM.PPN/10/2002
TANGGAL : 24 Oktober 2002

SUSUNAN ANGGOTA DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
DALAM NEGOSIASI

SMALLAND MEDIAM ENTERPRISE EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
DENGAN IS1,4 N DEVELOPMENT BANK

1 . Soekamo Wirokartono
Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas

2. Edi Karsanto
Direktur Dana Luar Negeri, Departemen Keuangan

3. Syahrial Loetan
' Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral
Bappenas

sebagai Ketr:a

sebagai anggota

sebagai anggota

4. Teguh Wiyono
Direktur Pengelolaan dan Penerusan pinjaman
Departemen Keuangan

5. Eiko Whismulyadi
Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM
Bappenas

sebagai anggota

sebagai anggota

6. Nahid Hudaya
Asdep. Urusan Pendanaan
Kementrian Koperasi dan UKM

7. Effendi Sirait
Direktur Sandang, Ditjen IDKM
Departemen Perindustrian dan perdagangan

8. Budi Mulya
Direktur Pengelola, Bank Ekspor Indonesia

sebagai anggota

sebagai anggota

sebagai anggota
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9. Wayan Alit Antara
Direktur Bisnis Mikro & Retait.
Bank Rakyat Indonesia

sebagai anggota

10. Binsar Pangaribuan
Direktur Pengendalian Resiko.
Bank Negara Indonesia

sebagai anggota

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT, /
KEPAL.,\ BADA\ PET{EN AAN PEMBANGUNAN NASIONAL

CIE
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN /
KEPALA BAPPENAS
NOMOR :KEP. 307 /M.PPN/10/2002
TANGGAL : 24OP,o6"rrOO,

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS DALAM NEGOSIASI
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE EXPORT DEVELOPMENT PRO,IECT

DENGAN IS1l N DEVELOPMENT BANK

l. Teguh Wiyono
Direktur Pengelolaan dan Penerusan pinjaman
Departemen Keuangan

2. Dadiek Harjadi
Dit. Pengelolaan dan Penerusan Pinjaman. Depkeu

3. Nyoman Serutama
Dit. Dana Luar Negeri, Depkeu

4. Sri Bagus Guritno
Dit. Pengelolaan dan Penerusan Pinjaman, Depkeu

5. Obrian Saragih
Dit. Pendanaan LN Multilateral, Bappenas

6. Leonardo A.A.T. Sambodo
Dit. Pemberdayaan UKM dan Koperasi, Bappenas

7. Tri Utami R. Nugrolio
Kepala Divisi Internasional, BEI

8. Suwardi Saropie
Kepala Divisi Bisnis Ritail. BRI

sebagai Ketua

sebagai anggota

sebagai anggota

sebagai anggota

sebagai anggota

sebagai anggota

sebagai anggota

sebagai anggota

9. I Dewa Gde Suthapa
Kepala Divisi Pengendalian Resiko, BNI

sebagai anggota

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI, /
KEPALA BADAN PERENC AAN PEMBANGUNAN NASIONAL
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